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ANALISA HUKUM ISLAM DAN PANCASILA STILA KE II
" TERHADAP HUKUMAR MATI DALAM KUHP

A. Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Indonesia mengeﬁal bermacam-macam -
hukuman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP
yang besrbunyi sebagai berikut.

2. Pidana pokok yaitu : Pidana mati,pidana penjara,-

Pidana kurungan &an denda.

b. Pidana Tambahan yaitu : Pencabutan hak-hak terten
tu, perampasan barang-barang tertentu dan rengumu

man putusan hakimn.

Adapun eksistensi hukuman mati di Indonesia yang

menjadi dasar adalah pasal 340 KUHPV

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu me
rampas nyawa orang lain diancam,karena pembunuhan dengan
rencana(moord),dengan pidana mati atau pidana penjara se
umur hidup atau -elama waktu tertentu,paling lama dua Pu
luh tahun", (¥rof. Moeljatno,SH. 1990 ; 147).

Selain pasal tersebut masih ada pasal-pasal yang
lain mengenail ancaman pidama mati,
1. Tentang makar techadap kepala negara. ( KUHP pasal

104).
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2. Berhubungan dengan negara asing yang mengakibatkam-
perang. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam KU
HP pasal 111.ayat 2. foo b

3. Memberitahu musuh tentang pes yang diduduki dalam
masalah ini telah ditegaskan dalam KUHP pasal 124-
ayat 3.

4. Makar terhadap kepala negara sahabat. Sebagaimana -
yang telah ditegaskan dalam KUHP pasal 140 ayat 3.

5. Pembunuhan dengan rencana sebagaimana yang telah di
tegaskan dalam KUHP pasal 340.

6. Pencurian dengan melmkai atéu mematilkan. nal ini 44
tegaskan dalam KUHP pasal 365 ayat 4.

7. Kejahatan pelayaran. Tindak pidana ini adalah di an
cam pidana mati. Sebagaimana yang telah ditegaskan
délam pasal 444 KUHP.

8. Subversi, Tindak pidana ini dapat dituntutf p%dana
mati sebagaimana yamg telah ditegaskan dalam Pen -
Pres. no 1I/63 pasal 13 ayat 1 dan 2.

9. Penyalahgunaan Narkotik. Tindak pidana ini dapat d4di
tuntut pidana mati. Sebagaimana yang dijelaskan da
lam UU. NU. 9 tahun 1976 tentang Narkotik. pada pa-
sal 36 ayat 4 b .

Dalam masalah pidana mati pelaksanaannya tidak

dilakukan didepam umum diatur oleh undang-undang tecr-

sendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 271 KEUHAP "Da- %
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lam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimu

ka umum dan menurut ketentuan undang-undang".( KUHP : -

19682 : 143 ).

Adapun pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam

KUHP pasal 11 Yang berbunyi
"Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantung-
an dengan menjeratkan tall yang terikat ditiang gantung

an pada leher terpidama Kkemudian menjatuhkan papan tem
pat terpidana berdiri".,(Pref.Moeljatno,SH. 1990 ;6).

Cara pelaksanaan pidana mati bermacam-macam anta
ra negara satu dengan negara yang lain berbeda-beda.pi -
Indonesia sejak dikeluarkan dan diperlakukannya KUHY ta-
hun 1915 sampai sekatang ada dua cara, yaitu : melalui -
tiang gantungan dan ditembak. (Ahkiar Salmi,sH. : 1985;

57) -

Sebenarnya untuk mengetabui cara pelaksanaan huku
man mati dapat dilihat atau dapat diketahui dari hukunm
pidana yang berlaku pada waktu tertentu. Ini bisa ditemu
kKarn dalam pembahasan\tentang sejarah KUHP Indonesia,sehi
ngga antara sejarah hukum pidana dengan pelaksanaan huku
man matli merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisah
kan,sebab cara pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh

hukum pidana yang berlaku pada waktu tertentu.

Sedangkan di Indonesia pidana mati menurut peneta

pan Presiden no. 2 tahun 1964 pasal 1 bahwa pelaksanaan-
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hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati.
cara inilah yang berlaku sampai sekarang. (Ahkiar Salmi,

SH. : 1985 : 60).

Adapun di Indonesia pidana mati dibebankan kepada
pelaku tindak pidana tertentu,yang mana telah melanggar-
ketentuan hukum pidana.

Pidana mati menurut hukum pidana . Pelaksanasnnya
di laksanakan aleh jaksa yang mana dibantu oleh polisi -
dan lembaga pemasyarakatan. Dan mereka semuanya adalah
atas nama jaksa. Jaksa hanya melahsarakan putusan penga=
dilan negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,
"Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati,tidak dapat
dijalankan sebelum Presiden diberikan kesempatan dan -

akan memutuskan apakah akan diberi grasi kepada terhukum

atau tidak". (wiryono, 1986 ; 153).

Dan juga berdasarkan surat edaran Mahkah Agung no
1 tahun 1986 tentang pernohonun grasi karena jabatan -
oleh Ketua pengadilan negeri bagi terpidana yang dipida
na mati yang Lidak mengajukan grasi,yang mana didalam su
rat edaran tersebut dinyatakan sebagai berikut

"Apavila di pengaailan negeri dibawah pimpinan saudara -
ada verpicana yang digjatunhli pidana mati yang tidak men;za
JUR4n permceaenan jrasi setelah putusan tersebutl memper -
0. =h «ekuatan rukum tetap,agar peruononan grasi tersebut
diajukan cleh haxim yang mengadili perkaranya atau clen
saudaranya gendiri karena jabatan.{ Manhkamah Agung RI,-

"9k ).
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Jadi sebelum grasi diajukan dan belum mendapatkan jawa' -
ban pasti,maka pelaksanaan hukumarn mati belum bisa dilak
sanakan walaupun terpidana tidak menga jukan grasi dan
putusan pengadiian negeri sudah menjadi kekuatan hukum
tetap. Akan tetapi bila mana grasi diajukan dan grasi -
tersebut ditolak olen Presiden,maka kKeputusan pengadilan

neperi tersevut tentang pidana mati dapat dilaksanakan.

Bila mana terpidana secdanyg hamil maka hukuman ma-
Li tidak dapat diiaksanakan saat itu. Felaksanaan pidana
wati ditunda sampai terpidana melahirkan anakiya. Hal -
inl verdasarkan Pen Pres. no 2 tahun 1964 tentang tata -
cara pelaksanaan hukuman mati. Dalam pasal 7 undang-unda
ug tersebut menyatakan sebagai berikut
Tapablila terpidana hamil maka pelaksanaan pidana mati ba
ru dapat dilaksanakarn empat puiun nari setelabh melahir- +/

kan anaknya. (R.Scesilo,ttl b, 474).

Bagi terpidana hamil,maks pelaksanaan pidana mati
tary dapat dilaksanakan empat puluh huri setelah anaknya
dilahirkan. Sevelum hLukuman itu dilaksanakan teriebih da
toolu terpidana diteri tanu tentane akan dilaksanakanonya-
pukuman mati tersebut. Dan terpidana harus di.eri tahu -
ti,a hari seocelum nukuman mati di laksanakan. Hal ini -

twrdasarkan Penctapan vresiden no 2 tahun 1964 pasal &6 -
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ayat 1 yang mana dinyatakan sebagai berikut :

"Piga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan
pidana mati, jaksa tinggi/jaksa tersebut memberi tahu ke
pada terpidana tentaung akan dilaksanakannya hukuman mati
tersebut". (R.Soesilo,tt b : 333).

Kini Jjelaslah sudah bahwa yang menjadi ukuran
menentukan pelaksanaan pidana mati di dalam hukum pidana
adalah : Keputusan pengaiilan yang telah memperoleh atau
mempunyai kekuatan hukum tetap,grasi yang diajukan Kepa
da Presiden di tolak. Dan terpidana tidak daiam keadaan-
hamil,gila. Di samping itu semua, juga terpidana diberita

hu terlebih dahulu akan dilaksanakannya pidana mati.

Adapun dalam tinjauan agama Islam menyangkut Sya-
ri'at Islam bahwa pidana mati itu adalah pidana yang di
tetapkan oleh allah SWt.dalam Al Qur'an dan Hadits. Yang
sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun ju-
za. Maka pidana mati itu adalah merupakan pidaana yang sa
ngat resmi perlu diadakan. Pidana mati yang dilakukan -
menurut ketentuan-xetentuan Islam yang benar adalah ti
',i4 bertentangan dengan falsa 'ah Negara,tidak berlawanan
pula dengan unsur-unsur ke Tuhanan Yang Maha Esa, karena
Syariat Islam merupakan Syariat yang berdasarkan keTuha-

nan Yang maha Esa.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat bagi

manusia. Karena dengan adanya pidana mati tersebut menja
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dikan seseorang harus berpisah dengan apa yang ia senangi
dan ia cintai. Disamping itu pidana mati merupakan pida=
na yang paling menakutkan,oleh sebab itu jika manusia -
dijatuhi pidana mati ia pasti takut sekali, Dan bila dii
zinkan dia ingin bebas dan berbuat kebaikan yang mana di
a 1ingin bebas dan berbuat kebaikan yang mana dia tidak

akan melakukan tindak pidana lagi.

Pidana mati di dalam Islam dibebankan kepada
pclaku tindak pidana tertentu. Yang mana telah melanggar
ketentuan-ketentuan atau norma-norma agama. Dam apabila

dibuktikan dia bersalah maka harus dihukum mati.~

Jadi dari uraian diatas dapatlah dimengerti bahwa
yang dimaksud dengan pidana matl adalah reaksi dari tin
dak pidana tertentu,berupa menghilangkan nyawa mereka -
dari muka bumi ini,atau dengan kata lain bahwa orang va
ng yang telah melakukan tindak pidana tertentu yang 13-
lah ditentukan oleh agama dan pemerintah (negara) harus
dibunuh. Hal sema-am ini dilakukan agar setimpal dengan
perbuatan yang telah mereka lakukan. pDan juga untuk ter-

capainya rasa keadilan.i

Di dalam hukum Islam tindak pidana yang dapat di
jatuhi pidana mati diwntaranya adalah : Pembunuhan yang-

dilakukan den;an sengaja,Zina Muhson,Riddah dan Hirotah,
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Adapun dasar hukuman dari perbuatan pidana tersebut ada
lah : Firman Allah swt. yang tertera dalam Al Qur'an S.

Al Bagarah ayat 1'/8.
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Artinya : "Hai orang-orang yan;, beriman,diwajibkan atas
kamu gishash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh,orang merdeka dengan orang mexdeka, ham
ba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka
barang siapa yang mendapat pemaafan dari sauda
ranya, hendaklah yang(memaafkan)mengikuti de -
ngan cara yang baik,dan hendaklah(yang diberi-
maaf ) mLﬂLujar(diydL} kepada yang memberi maaf
dengan cara yang baik(pula). Yang demikian 1itu
sua tu Keringanan dar1 tuhan kamu dan suatu rah
mat. Barang siapa yang melampul batas sesudah-
itu,make baginya siksa yang sangat pedih. (De-
pag Al Qur'an dan terjemah).

Dan juga surat Al Baqarah ayat 179.

O 5ol rﬁAuUXJI\JJ C’y’u’W'\Jr‘@

artinva "PDan dalaa Qishash itu ada (jaminan kelangsung

an) hidup bagimu,hai orang-orang yang berake},

supaya kamu uvertagwa.
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Dengan adanya dasar tersebut dapat kita ketahui -
dan kita mengerti bahwa setiap tindak pidana haruslah me
ndapatkan yang sepadan. Dan balasan perbuatan pidana ha-
ruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun cara Ra-
sujullah dalam menyelesaikan perkata hukum adalah sebaga
imana yang tertera dalam sabdanya yang berbunyi sebagai

S T A P N S
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Artinya : Y"Dari Abdullah bin Buraldah dari ayahnya mence
ritakan sesungguhlnya Maiz Al Aslami dataung
kepada Rasulullan,seraya berkata : Hai Raesulu
llah sesungguhnya aku telah menganieya diriku
sendiri,aku telah berbuat zina dan - sesungguh
nya aku ingin membersihkan doswa atas diriku, -
mziia Rasulullah mernolakuya,maka keesockan hari-
nya ia datang lagl pada Rasulullah,. iMereka
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mengatakan : Hai Rasulullah sesungguhnya aku
telah berbuat zina,kemudian Rasulullah menolak
lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada saha
bat tetnatng keadaan Maiz,mereka mengatakan -
Maiz berakal sehat. Dan pada waktu datang yang
ketiga kalinya Rasulullah memerintahkan untuk
menyelidiki diri Maiz,memberi tahu bahwa Maiz-
tidak apa-apa. Dan waktu datang yang ke enmpat
kalinya Rasulullah menyuruh membuatkan lobang-
dan memerintahkan untuk merajamnya“. { Shoheh-
Muslim II : 52 ).

Dalam Hadits laig juga mengatakan
UEENOWC LY s s s AP
Ry AR NS J-f‘u:”dkwﬂ-@;\}“’*&t’"
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Artinya : "Dari Ilmran bin Husain berkata se rahg perempu

~>olgs)
an dari juainah berlaku lacur,sedangkan ia te-
ngah mengandung. Ia datang menghadap Raasul
ullalh menerangkan hal itu. Kemudian nabi meme-
nggil walinya seraya berkata : Jagalah ia baik
baik sampai lahir anaknya,baru datang kemari.
Setelah perempuan itu melahirkan datanglah ia
mendapatkan Rasulullah,lalu diikat dengan baju
nya baik-baik dan disuruh merajamnya sampai ma
ti (Shoheh Muslim II : 53).

Dalam ayat dan Hadits tersebut menjelaskan peris-
tiwa pembunuhan seperti halnya terdapav dalam KIJHP dan

hukum Islam itu merupakan hal yang sangat pokok demi te-

gaknya keadilan,

Adapun pelaksanaan hukuman mati menurut Islam
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adalah dilakukan didepan umum yang disaksikan orang ba v

nyak.

Hukuman mati sebaiknya segera dilaksanakan, karena
1tu merupakan perintah agama. Dan apabila sudah memenuhi
ketentuan-ketentuan dilaksanaxkan hukuman mati. Kecuali -
apabila ada hal-hal tertentu yang menyebabkan pelaksana-
an hukuman wmati lersebut harus ditunda. Misalnya terpida
na hamil atau gila. Dan disamping itu cuaca sangat panas
dan dingin. Sebab bila mana hukuman tersebut dilaksana-
kan dalam keadaan euaca sangat panas dan dingin tentunya
terpidana lebih banyak merasakan pengaruh cuaca tersebut.

Begitu juga halnya dengan terpidana yang sakit.

Terhadap wanita yang sedang hamil (karena zina),-
maka pelaksanaan hukuman mati ditunda sampai dia melahir
kan bayi yaug dikandungnya. Begitu juga terhadap orang
yang gila maka pelaksanaan hukuman mati tidak boleh di-

laksanakan saat itu.

‘Jadi dari urajan diatas dapatlah diketahui bahwa
orung yang akan dijatuhi hukuman mati harus sehat badan
dan jiwanya,disamping itu terpidana tidak hamil. Bila ma
na terpidana hamil dan gila wnaka bukuman pidana mati ti-
dak dapat dilaksanakan saat itu. Yang mana menunggu seme

tuhnya terpidana dan juga sampai melahirkannya terpidana.



85

Dan juga ada sebagaian pendapat. yang mengharuskan cuaca
dalam keadaan baik serta terpidana dalam keadaan .. tidak
sakit. Dan ada yang memperbolehkan pelaksanaan pidana -
mati dalam keadaan cuaca panas atau cuaca dingin dan ter

pidana dalam keadaan sakit.

Maka dengan demikian dari beberapa uraian ter
sebut di atas dapat diambil kesimpulan pahwa antara huku
man mati dalam hukum pidana dan bvkum Islam ada kesamaan

dan perbedaan pandang.

Adapun persamaan psndangnya adalah : terpidana ya
ng akan menjalani hukuman mati tidak dalam keadaan sakit
gila,dan hamil.Dan disamping itu Keputusan yang dijatuh-
kan kepadanya sudah mempunyai Kkekuatan hukum &ang tetap.
Adapun perbedaan pandangnya adalah : adanya grasi yang -
diajukan kepada Pwesiden,melahirkan hingga berhenli me -
nyusuinya,dan juga diberitahukannya pelaksanaan pidana

yaitu tiga kali dua pulul empat jam.

Dan kelentuan-ketentuan pelaksanaan pidana mati
menurut pandangan penulis ada kebaikannya dan juga ada

kekurangannya

Kebaikannya adalah : Dalam masalah mengajukan gra

si pada Presiden. Bila mana grasi tersebut dapat mengura
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ngi hukuman,dan dalam tenggang waktu grasi masih ada da
pat di pergunakan untuk meneliti apakah ada kekeliruan -

atau tidak.

Sedangkan Kkekurangannya terpidana terlalu menung-
gu pelaksanaan pidana mati tersebut. Sedangkan keharusan
mengajukan grasi kepada Presiden baik oleh terpidana sen
diri maupun oleh ketua'pengadilan negeri di mana perkara
tersebut diputuskan atau oleh hakim yang mengadili perka
ra tersebut menurut pendapat penulis sangatlah baik atau
tepat. lial ini berdasarkan peristiwa pada zaman Rasulu

llah.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab
di atas bahwa Rasulullah yang mengadili atau yang menja-
tuhkan pidana mati bugi orang-orang yang telah melakukan
pelanggaran yang sangat berat dalam Agama. Sedang di da
lam hukum pidana Indonesia bahwa yang mengadili atau
men jatuhkan pidana mati adalah hakim pada pengadilan Ne-
geri. Dan hal itu sesuai apa yang telah ditetapkan unda

ng-undang .

sSedangkan mengenai ketentuan pelaksanaan pidana
mati bagi orang yang hamil menurut hukum pidana dinyata-
ran sebagal berikut : Pelaksanaan pidana mati baru dapat

dilaksanakan setelah empat puluh hari anaknya dilahirkan
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Dan tidak sampai batas berhenti menyusui anaknya. Keten
tuan seperti ini menurut pendapat penulis adalah boleh.

Sebab ada jpga hadits sebagaimana yang telah penulis ke-
mukakan pada bab diatas menyatakan bahwa pelaksanaan hu-
kuman mati (rajam) dilaksanakan setelah anaknya dilahir-
kan. Sedangkan pada batas sampai berhenti menyusui anak

nya adalah bersifat anjuran.

Kalau dilihat dari segi keschatan bahwa ketentuan
yang dikemukakan oleh hukum pidana tersebut adalah baik-
karena orang yang telah melahirkan bila mana sudah menda
patkan 40 hari,maka kesehatannya sudah pulih kembali kaw
rena orang tersebut sudah tidek mengeluarkan darah lagi.
pDan bila mana masih mengeluarkan darah,maka tidak axkan -
menggangu kesehatan karema darah yang keluar tidak begi-

tu deras.

Kalau dilihat dari segi sosial dan ke jiwaan bahwa
ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana tenta-
ng orang yang telah melahirkan ini kurang baik, sebab ha
rus secepat itu dia berpisah dengan anak yang telah di-
lahirkannya. Tetapi bila dilihat dari segi kejiwaan sang
at sepat atau baik. Sebab dia tidak begitu gelisah me-
ninggalikan anak yang baru dilahirkan, karena anak +terssae-
but belum dapat mengenali atau mengetahui siapa ibunya,-

duan tentunya dalam cara menyusuinya dapat dialihkan kepa
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kepada orang lain dengan mudah. Sedangkan kalau pelaksa-
naan pidana mati setelah terpidana berhenti menyusui an-
aknya tentu akan lebih berpengaruh pada jiwa terpidana.

Sebab jarak berhenti menyusui anaknya(menyapeh) tersebut
kurang lebih dua tahun,dan waktu dua tahun ini adalah -
waktu lucu-lueunya anak dan anak tersebut sudah mengena-
li ibunya (orang tuanya’),maka bila mana pelaksanaan pida
na mati dijalankan setelah terpidana berhenti menyusui -
anaknya temtunya akan lebih berpengaruh pada jiwa terpi-
dana dibandingkan dengan pelaksanaan pidana mati dalam

waktu 40 hari setelah melahirkan anaknya.

Sedangkén tentang masalah diberitahukannya terle-
bih dahulu akan dilaksanakannya hukuman mati yakni tiga
kali dua puluh empat jam (3x24) sebelum pelaksanaan pida
na mati sebagai mana ketentuan hukum pidana adalah sang
at tepat. scbab dengan adanya pemberitahuan tersebut ter
pidana dapat menyiapkan mentalnya agar tabah menjalani -
hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Di Ssamping itu terpi
dana dapat bertaubat dan juea meminta ampun, berpamitan, -

berwasiat kepada anak keluarganya.

Adapun sumber atau yang menjadi dasar hukuman ma-
ti tersebut adalah : menurut hukum pidana yang menjadi -
dasarnya adalah KUHP sedang yang menjadi dasar hukum Is-

lam adalah Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Demikian
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lah analisis menurut hukum Islam.

B. Menurut Pancasila Sila IT

Pancasila adalah pandangan hidup dan dasar negara

Indonesia. (Buku serapan’,B P-7 : 1988°: 1).

Susunan Pancasila adalah hierarchis dan mempunyai
bentuk piramidal. Kalau dilihat dari isinya,urut—urutan—
lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingka} dalam luas
nya isi,tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya meru
pakan pengkususan dari pada sila-sila yang dimukanya. Ji
Ka urut-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demi-
kian,maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat-
yang satu Kkepada yang lain, sehingga pancasila merupakan
suatu kesatuan yang bulat. Andai. kata urut-urutan itu dj
pandang sebagai tidak mutlak,di antara satu sila dengan
sila lainnya tidak ada sangkut pautnya,maka Pancasila la
lu menjadi terpecah beiah,oleh karena itu tidak dapat di
pergunakan sebagai suatu dasar Kerohanian bagi Negara.,

(ahkiar Salmi,SH, 1985 . 105).

Kalau diingat pula,bahwa bagi manusia soal ketuha
han merupakan suatu hal yang tidak 4i hindarkan,maka da-

pat dipahamkan bahwa soal kemanusiaan dan keadilan . bher-~
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sangkutan erat dengan tujuan hidup dan ketuhanan., Sehing
ga dengan sendirinya terlepas dari pada Pancasila,kemanu
siaan yang adil dan beradab ditumpang siuri dengén soal
tujuan hidup dan ketmhanan. Karena demikian yang diperha
tikan itu pribadi manusia,maka sudah barang tentu yang
dimaksud pribadi manusia yang merupakan penjelmaan dari
pada susunan diri dan sifat manusia. Uiantara penjemaan-
penjelmaan itu dapat diperbedakan antara tiga macam,yang
didorong oleh sumber-sumber kekuasann jiwa. Akal,rasa -
1an kehendak masing-masing untuk mencapai kenyataan,kecin
1shan dan kebaikan,kesimpulannya inti - isi daripada si
la kemanusiaan yang adil dan beradab ialah hakekat manu
s a untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan ke
l.:ndak,berdasarkan atas putusan akal,selaras dengan rasa
¢an kebutuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai -
*.adividu dan mahluk sosial,yang berujud penghati-nati(ke
tijaksanaan)keadilan,kesederhanaan dan keteguhan,untuk

1 encapal tujuan hidup manusia,ialah kebahagiaan sempurna

Pancasila sebagai Rechtsbeginsel adalah merupakan
hal yang tertinggi dalam tertib hukum ai Indonesia,oleh-
"arenanya harus menjiwai dan menjadi dasar tertib hukum-
di nev ca kita. I1ni berarti bahwa masalah hukum di Indo-
nesia harus diselesaikan berdasarkan prancasila. Dan sa-

lah satu dari masalah itu, adalah mengenai ancaman dari
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pelaksanaan hukuman mati. (Dr. Andi Hamzah,sH. A.Sumang-

elipu, SH. 1984 : $9).

Pancasila adalah sumber hukum dan tujuan hukum di
Indonesia. Secara filosofis,bahwa daéar Ketuhanan Yang
Maha Esa itu menjadi dasar cita-cita kenegaraan kita ya-
ng memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan yang be
nar,adil dan baik,sedangkan dasar kemanusiaan yang adil-
dan beradap adalah kelanjutan dalam perhuatan dan prak-
tek hidup dari dasar yang memimpin tadi. Pengakuan kepa=
da dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengajak manusia me
laksanakan harmoni di dalam alam dan persaudaraan antara
manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia da-
lam hidupnya membela kebenaran,menentang kedzaliman, wa-
Jib berbuat baik,memperbaiki kesalahan,berlaku jujur dan
membasmi Kecurangan,berlaku suci dan menentang yang ko-
tor,menikmati keindahan dan melenyapkan yang buruk, (Moh.

fatta, 1979 : 39).

Kalau banyak kejahatan yang dilakukan sangat sa-
dis dan tidak berperi kemanusiaan,kejahatan yang sangat
membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsasy
pendek kata mereka yang telah memperkosa sila perikemanu
siaan yang adil dan beradab dalam Jl'ancasila tidak - patut
dijatuhi hukuman mati ? Apakah dengan menjatuhkan huku

man mati terhadap mereka berarti bertentangan dengan pe
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rikemanusiaan ? dari sudut perikemanusiaan manakah kita
harus memandangnya,apakah dari sudut perikemanusiaan si-
penjahat beserta keluarganya atau dari sudut perikemanu-
siaan si korban beserta keluarganya atau dari sudut peri
kKemanusiaan masyarakat secara umum ? yang mana yang haa=

rus diutamakan ?

Kalau yang harus diutamakan adalah segi perikema-
nusiaan penjahat dan perikemanusiaan masyarakat umum
dikesampingkan,maka ini adalah suatu pandangan yang sang
at keliru, Pandangan yang dilandasi oleli sifat individua
listis yang hidup subur di alam kapitalis,tidak ada tem-
patnya di negara kita yang berdassrkan Pancasila, dimana
kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan indi-
vidu. Jadi,mereka yang mengutamakan kepentingan perikema
nusiaan individu titik tolak berfikirnya bukan dar® DPan-
casila,tapi dari alam fikiran individualis yang icrupa-
kan falsaiah hidup orang-oriang liropah pada umum»va. (Ahk

iar Salmi,SH. 1985 ; 107).

Penulis tidak menyalahkan mereka yang terfikiran-
demikian secara mutlak,mungkin karena mereka dilahirkan
dibebaskan dan alau dididik secara alam fikiran individu

alis.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh N.N,Temadja -
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ketika menuntut pidana mati terhadap Kusni Kasdut : Bah-
wa perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang
orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusi
aan Jjustru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan
bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang ti-
dak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang ti-
dak menghargai hak asasijorang lain. (Dr. Andi Hamzah,SH

A. Sumangelipu,SH. : 1984 : 73).

Vv Apabila ada sekelompok orang ingin merubah dasar
negara kita pancasila dengan dasar lain,lantas mereka di
jatuhi hukuman mati,apakah nukuman mati itu dapat dikata
kan bertentangan dengan Pancasila ? tidak,malalh hukuman
mati itu merupakan benteng untuk mempertahankan Pancasi-
la., 0Oleh karena itu eksistensi hukuman mati dalam KUHP -
Produk nasional nanti perlu dipertahankan karena tidak
bertentangan dengan Pancasila,bahkan merupakan alat pen-
jaga keberadaan dan kelestarian Pancasila itu sendiri.

(Ahkiar Salmi,SH. 1985 : 109).

Oleh karena itu terdapatlah sekelompok yang pro
dan kontra terhadap hukuman mati. Dan yang pro dan kon-
tra mempunyai alasan -alasan yéng kuat sehingga penulis
sulit untuk meyakinran mana yang benar. Akan tetapi penu
lis mempunyai pendapat bahwa hukuman mati dinegara Kkita

harus diadakan. Karena hukuman mati yang demikian itu
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lah yang sesuai dengan jiwa dan dasar negara kita Pancasi
la. Ya'ni apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada=

dalam KUHP.

Terlepas dari pendapat yang pro dan kontra tentang
adanya hukuman mati di negara Pancasila ini,yang Jjelas -
KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain di Indone
sia,sampai sekarang masih mencantumkan adanya hukuman . m3
ti,bahkan dala:a konsep KUHP Nasional, Badan pembinaan Hu-
kwn nasional masih menyisipkan hukuman mati dalam kerang-
ka sistimatikannya, (J.E. Sahetapy,tt 282-283).

Namun pidana mati didalam konsep tidak dimasukkan dalamn
"pidana pokok" dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis
pidana yany, bersifat khusus atau eksepsional, (Barda Nawa-

wi Arif, 1993 : 10).

Dari beterapa uraian dapatlah kita peroleh suatu -
pengertian bahwa hukum pidana dan perikemanusiaan yang
adil dan beradab terdapat kesamaan pandang,yaitu sebagai
aspek pembelaan dan kepentingan perlindungan hukum. Sehi
ngga dapat disimpulkan bahwa pidana mati yang diatur da-
lam KUHP yang masih diperlakukan sesudah Inddnesia mexrde-
ka sampai saat ini,kiranya tiada bertentangan dengan isi

sila ke II Pancasila.



